PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    27    TAHUN  2009

T E N T A N G

 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BURSA KERJA LUAR NEGERI 

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang        :
	a. bahwa pelayanan melalui bursa kerja luar negeri dapat memberikan perlindungan bagi calon TKI dari berbagai tindakan yang merugikan harkat dan martabat TKI serta memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan serta keamanan bagi terlaksananya penempatan kerja ke luar negeri;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan perizinan maka perlu pengaturan tentang Bursa Kerja Luar Negeri di Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perijinan Bursa Kerja Luar Negeri di Kabupaten Bantul;



	Mengingat          :  
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia.

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  07/PER.MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul;




MEMUTUSKAN: 

       Menetapkan :   PERATURAN BUPATI BANTUL  TENTANG BURSA KERJA   LUAR  NEGERI DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I 
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

7. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi pemerintah sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan.

9. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri melalui keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangannya ke tanah air.
10. Perlindungan TKI adalah keseluruhan proses kegiatan dalam rangka upaya mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak dan kepentingan CTKI/TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah suatu bentuk organisasi yang berbadan hukum dan telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.

12. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah Kesepakatan tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.

13. Perjanjian Penempatan TKI adalah Kesepakatan tertulis antara PPTKIS dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian Kerja adalah Kesepakatan tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing--masing pihak.
15. Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah ijin yang diberikan pemerintah kepada PPTKIS untuk melaksanakan proses rekrut CTKI dari lembaga bursa kerja luar negeri dalam jabatan tertentu untuk dipekerjakan pada pengguna yang memiliki kurun waktu tertentu.

16. Bursa kerja yang selanjutnya disebut dengan bursa kerja luar negeri yang selanjutnya disebut BKLN adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan fasilitasi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk badan hukum, perseroan, maupun yayasan.

17. Perizinan adalah suatu pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang diberikan kepada pengelola Bursa Kerja Luar Negeri untuk melakukan pelayanan penyediaan informasi dan fasilitasi kesempatan kerja ke luar negeri bagi calon tenaga kerja Indonesia di wilayah kabupaten/kota setempat. 
18. Petugas Pendaftar adalah personil yang bekerja dalam bentuk tim/kepanitiaan dengan fungsi memberikan pelayanan pendataan, pencatatan, pendaftaran dan seleksi administratif bagi pencari kerja luar negeri.
19. Pencari kerja luar negeri adalah seseorang yang menginginkan pekerjaan dan mendaftarkan diri pada petugas pendaftar bursa kerja luar negeri yang disediakan oleh camat setempat sesuai bakat, minat dan kemampuannya untuk bekerja di luar negeri.

20. Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.

21. Badan  adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah atau dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Bursa Kerja Luar Negeri secara tepat, mudah, sederhana dan terpadu.

                                                          Pasal 3
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bergerak di  bidang usaha bursa kerja luar negeri melalui pelayanan yang tepat, mudah, sederhana dan terpadu; dan

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan bursa kerja luar negeri.

BAB III

KELEMBAGAAN BURSA KERJA LUAR NEGERI (BKLN)

                                                   Pasal 4

(1)  BKLN merupakan suatu lembaga berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang susunan kelembagaannya terdiri dari pengawas atau komisaris dan pengelola BKLN. 

(2)  Struktur organisasi BKLN sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan, bagian informasi, pendaftaran dan pengolahan data, bagian penyuluh bimbingan jabatan dan seleksi, dan bagian tata usaha. 

(3)  Penetapan Pelaksana Operasional organisasi BKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan.

              Pasal 5

Untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi pencari kerja, kelembagaan BKLN wajib memiliki sarana dan prasarana fasilitas informasi TKI. 

             BAB IV

                KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN 

                                               TANGGUNG JAWAB BKLN

              Pasal 6

(1)  BKLN berkedudukan di Daerah.

(2)  BKLN mempunyai fungsi sebagai pelayanan penyediaan informasi dan fasilitasi kesempatan kerja ke luar negeri bagi CTKI di Daerah.

(3)  Dalam menjalankan fungsinya BKLN mempunyai tugas :

a. memberikan penyuluhan tentang persyaratan serta kondisi kerja di Negara penempatan;

b. melakukan pendaftaran pencari kerja melalui kecamatan dan menyiapkan data CTKI yang telah diverifikasi dan jastifikasi;

c. memanggil dan melakukan pra seleksi berdasarkan dokumen CTKI yang telah diverifikasi dan jastifikasi untuk mengikuti wawancara;

d. menandatangani berita acara rekrut dan seleksi dengan PPTKIS;

e. memasukkan data hasil seleksi dalam data base CTKI yang lulus seleksi beserta data PPTKIS yang akan melakukan proses penempatan; dan

f. melaporkan hasil seleksi CTKI kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(4) Pengelola BKLN dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan tidak memihak pada lembaga tertentu.

(5) Bersama PPTKIS, pengelola BKLN bertanggung jawab sepenuhnya atas akurasi penyediaan data informasi kesempatan kerja ke luar negeri.
(6) Bersama PPTKIS, pengelola BKLN bertanggung jawab sepenuhnya atas fasilitasi pelayanan informasi sebelum penempatan CTKI, saat penempatan dan setelah penempatan CTKI.
(7) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola BKLN wajib melakukan monitoring terhadap TKI yang ditempatkan pada pengguna melalui PPTKIS secara periodik.
               BAB V

               TATA CARA PEREKRUTAN BKLN

               Pasal 7

(1) Dalam rangka melaksanakan proses rekrut tenaga kerja luar negeri wajib berpedoman pada mekanisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) BKLN melakukan rekrut CTKI melalui proses dan prosedur pendaftaran di kecamatan, serta melaporkan rencana kegiatan rekrut tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3) Lembaga pelaksana pengarah TKI tidak diperkenankan melakukan kegiatan rekrut CTKI selain yang telah disediakan oleh BKLN.
(4) Dalam hal BKLN tidak dapat memenuhi quota yang dibutuhkan oleh PPTKIS dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan SIP yang dimiliki, BP3TKI setempat memberikan referensi untuk memenuhi quota dimaksud kepada BKLN di kabupaten/kota lainnya.
             BAB VI

               PENGATURAN IZIN PENYELENGGARAAN BKLN

           Bagian Pertama

           Umum

             Pasal 8

(1) BKLN dapat melakukan kegiatan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Perijinan atas dasar pertimbangan BNP2TKI.

(2) Dalam menyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja.
                 Bagian Kedua

            Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan BKLN
                  Pasal 9

(1) Badan atau calon pengelola BKLN mengajukan permohonan izin pengelolaan BKLN secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan:

a. foto copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

b. rencana kerja pengelolaan BKLN sekurangnya 1 (satu) tahun;

c. struktur organisasi perusahaan yang mencantumkan komisaris dan pengelola BKLN, yang sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan, bagian informasi, pendaftaran dan pengolahan data, bagian penyuluh bimbingan jabatan dan seleksi, dan bagian tata usaha;

d. foto copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

e. neraca perusahaan yang dibuat oleh akuntan;

f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh pimpinan perusahaan (direktur utama pengelola);

h. phas photo pimpinan perusahaan (berwarna dengan latar belakang merah) ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

i. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

j. foto copy Izin Gangguan; dan

k. denah bangunan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

(3) Dinas Perijinan  melakukan proses penerbitan izin pengelolaan BKLN dengan tahapan sebagai berikut:

a. penelitian dokumen;

b. penilaian rencana kerja perusahaan;

c. pemeriksaan sarana dan prasarana;

d. uji kepatutan dan kepantasan terhadap penanggung jawab pengelola BKLN yang dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan Dinas Perijinan; dan

e. menerbitkan izin pengelolaan BKLN.

(4) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta dinyatakan lengkap dan benar, maka  izin pengelolaan BKLN diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Dinas  setelah mendapatkan pertimbangan dari BNP2TKI.

(6) Dinas Perijinan menyampaikan tembusan izin pengelolaan BKLN kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga

Perpanjangan Izin

Pasal 10

(1) Badan atau Pengelola BKLN mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan BKLN kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan BKLN berakhir.

(2) Dalam hal badan atau pengelola BKLN tidak memperpanjang izin, badan atau pengelola BKLN wajib mengembalikan Izin Pengelolaan BKLN kepada Kepala Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan BKLN berakhir.

Bagian Keempat

Tata Cara Perpanjangan Izin Pengelolaan BKLN

Pasal 11

(1) Badan atau Pengelola BKLN mengajukan permohonan perpanjangan izin pengelolaan BKLN secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan:

a. surat izin pengelolaan BKLN;

b. bukti penyampaian laporan secara periodik kepada Bupati melalui Kepala   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, BP3TKI/P4TKI;

c. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

d. rekapitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun;

e. foto copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia; dan

g. pas photo pimpinan perusahaan (berwarna dengan latar belakang merah)  ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.

(3) Dinas Perijinan  melakukan proses perpanjangan Izin Pengelolaan BKLN dengan tahapan sebagai berikut:

a. penelitian dokumen;

b. penilaian rencana kerja perusahaan;

c. pemeriksaan sarana dan prasarana;

d. uji kepatutan dan kepantasan terhadap penanggung jawab pengelola BKLN yang dilakukan oleh tim yang dikoordinasikan Dinas Perijinan; dan

e. menerbitkan izin perpanjangan pengelolaan BKLN.

(4) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta dinyatakan lengkap dan benar, maka  izin perpanjangan pengelolaan BKLN diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(5) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila BKLN tidak dalam kondisi terkena sanksi.

(6) Dalam hal BKLN terkena sanksi, perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah masa berlaku sanksi berakhir.

Bagian Kelima

Tata Cara Perubahan Izin Pengelolaan BKLN

Pasal 12

(1) Badan atau Pengelola BKLN mengajukan permohonan perubahan surat izin pengelola BKLN dalam hal terjadi perubahan :

a. nama perusahaan/pengelola BKLN;

b. alamat perusahaan/pengelola BKLN; dan

c. komisaris atau pengelola BKLN.

(2) Badan atau calon pengelola BKLN mengajukan permohonan perubahaan izin pengelola BKLN secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:

a. surat izin pengelolaan BKLN;

b. foto copy akte perubahan badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

c. pas photo pimpinan perusahaan (berwarna dengan latar belakang merah) ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

d. foto copy KTP pimpinan perusahaan yang baru bagi pengelola yang melakukan perubahan pimpinan perusahaan;

e. alamat lengkap dan nomor telepon/fax baru bagi perusahaan yang melakukan perubahan alamat perusahaan;

f. Foto copy bukti penguasaan bangunan/kantor, berupa surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan

g. surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah berkedudukan tetap.

(3) Apabila permohonan izin pengelolaan BKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta dinyatakan lengkap dan benar, perubahan izin pengelolaan BKLN diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja setelah mendapat pertimbangan dari BNP2TKI.

(4) Dalam perubahan izin pengelolaan BKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan identitas pengelola lama.

(5) Dinas Perijinan menyampaikan tembusan Perubahan Izin Pengelolaan BKLN kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keenam

Masa Berlaku Izin

Pasal 13

Jangka waktu Izin Pengelolaan BKLN dan Perubahan Izin Pengelolaan BKLN adalah 5 (lima) tahun sejak izin ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Badan atau Pengelola BKLN yang telah memiliki izin berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

(2) Badan atau Pengelola BKLN yang telah memiliki izin wajib :

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;

b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. melaporkan hasil kegiatannya secara periodik kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Kepala BNP2TKI, Gubernur dan BP3TKI/SP3TKI ;

d. melaksanakan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak izin pengelolaan BKLN diterima; dan

e. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI 

Pasal 15

(1) Apabila Badan atau Pengelola BKLN tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 ayat (2) akan dikenakan sanksi.

(2) Apabila terjadi permasalahan yang timbul terhadap TKI sebagai akibat kelalaian PPTKIS dan atau pengelola BKLN, maka Badan atau Pengelola BKLN bersangkutan dikenakan sanksi.
(3)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sanksi administratif yang berupa pencabutan izin paling lama 1 (satu) tahun dan /atau sanksi sesuai yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.
BAB IX

PROSES PENCABUTAN IZIN 
Pasal 16

(1) Kepala Dinas dapat mencabut Izin pengelolaan dan/atau perpanjangan dan/atau perubahan BKLN apabila Badan atau Pengelola BKLN tidak melaksanakan Pasal 8, 9, 10 dan 11 ayat (2) akan dikenakan sanksi.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut masing-masing dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(4) Pencabutan izin ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas dan Dinas Perijinan menyampaikan tembusannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(5)   Pengelola BKLN wajib mengembalikan izin pengelolaan BKLN yang telah dicabut kepada Kepala Dinas.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BKLN dilaksanakan oleh  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian BKLN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Badan Pengelola BKLN yang telah memenuhi izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor                 

Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                         GENDUT SUDARTO

